
 
 

1 
Universitas Kristen Indonesia 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Permasalahan 

Interaksi antar manusia yang dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan 

hidup selalu dihadapkan pada potensi-potensi terjadinya konflik atau sengketa. 

Semakin banyak dan luas kegiatan perdagangan semakin banyak kemungkinan 

terjadinya sengketa dan terhadap timbulnya sengketa tersebut harus diselesaikan. 

Penyelesaian sengketa bisnis dapat dilakukan dengan jalur litigasi (pengadilan 

umum) dan nonlitigasi (diluar pengadilan umum). ‘Pihak yang berkeinginan untuk 

menyelesaikan sengketa yang timbul secara cepat dan win-win solution dapat 

menyelesaikan sengketa tersebut diluar pengadilan umum (non-litigasi).1 

Berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 

tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa: 

“Upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan 

negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.” 

Sehingga atas hal tersebut para pihak yang bersengketa dapat menempuh jalur 

diluar pengadilan dengan mekanisme Arbitase namun ada keterbatasan dimana 

hanya perkara perdata saja yang dapat diselesaikan oleh Arbitrase. Pengaturan 

mengenai Arbitrase lebih lanjut lagi diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 

Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. 

                                                             
1Intan Setiyo Wibowo & Zakki Adlhiyati, Problematika Pelaksanaan Putusan Arbitrase 

Internasional Di Indonesia, Jurnal Verstek Vol. 8 No. 1, Bagian Hukum Acara Universitas Sebelas 

Maret, h. 168 
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Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase 

dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan bahwa:  

“arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar 

peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat 

secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.” 

Penjelasan Pasal 1 ayat (3)  Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang 

Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yaitu pada Pasal 1 ayat (3) yang 

mengatur bahwa:  

“perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase 

yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak 

sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang 

dibuat para pihak setelah timbul sengketa.” 

Dari penjelasan pasal tersebut dapat dilihat bahwa perjanjian yang dapat 

diselesaikan melalui Badan Arbitase Nasioanl Indonesia (BANI) adalah perjanjian 

tertulis yang memuat kesepakatan bahwa sengketa yang timbul akan diselesaikan 

oleh BANI. Di dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang 

Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa diatur bahwa: “Putusan arbitrase 

bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak”. Dan 

dalam penjelasan pasal tersebut lebih ditegaskan lagi bahwa putusan arbitrase 

merupakan putusan final dan dengan demikian tidak dapat diajukan banding, kasasi 

atau peninjauan kembali.  

Sehingga atas penjelasan pasal tersebut tidak dimungkinkan para pihak 

melakukan upaya hukum lain setelah majelis arbiter dari BANI mengeluarkan 

putusan terhadap sengketa perdata yang sedang dilakukan upaya pemberesan 

sengketa.  
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Penegasan mengenai kewenangan penuh Lembaga Arbitrasedalam 

menyelesaikan perkara arbitrase diatur di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 

30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa  yang 

mengatur bahwa: 

“Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak 

yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase.” 

Di dalam Undang-Undang ini terdapat suatu permasalahan hukum ketika 

hasil putusan Lembaga Arbitrase yang merupakan putusan final dan mengikat 

tersebut apabila tidak dilaksanakan oleh para pihak secara sukarela maka salah satu 

pihak yang bersengketa dapat mengajukan permohonan untuk eksekusinya kepada 

pengadilan negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 61 Undang-Undang Nomor 30 

Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. 

Permohonan eksekusi terhadap putusan Lembaga Arbitrase tersebut tidak 

serta merta akan dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Negeri, hal ini sebagaimana 

diatur di dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase 

dan Alternatif Penyelesaian Sengketa  yang mengatur bahwa: 

“ (1) Perintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 diberikan dalam waktu 

paling lama 30 (tiga puluh) harisetelah permohonan eksekusi didaftarkan 

kepada Panitera Pengadilan Negeri. 

(2) Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebelum 

memberikan perintahpelaksanaan, memeriksa terlebih dahulu apakah putusan 

arbitrase memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5, serta tidak bertentangan 

dengan kesusilaan dan ketertiban umum. 

(3)  Dalam hal putusan arbitrase tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (2), KetuaPengadilan Negeri menolak permohonan pelaksanaan 

eksekusi dan terhadap putusan Ketua PengadilanNegeri tersebut tidak terbuka 

upaya hukum apapun. 

(4) Ketua Pengadilan Negeri tidak memeriksa alasan atau pertimbangan dari 

putusan arbitrase.” 
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Eksekusi dalam perkara perdata merupakan tindakan hukum bersifat paksaan 

(execution forcee) yang dijalankan oleh Ketua Pengadilan Negeri,2  sebagai bagian 

dari keseluruhan proses penyelesaian suatu sengketa.3 Sebagai suatu tindakan 

hukum maka prosedur maupun proses eksekusi telah diatur dalam peraturan 

perundang-undangan.4 Pengadilan Negeri merupakan lembaga yang berwenang 

melakukan eksekusi putusan arbitrase.5 Adapun lembaga arbitrase ad hoc maupun 

arbitrase permanen, tidak memiliki wewenang untuk mengeksekusi putusannya 

sendiri. Terkait dengan kewenangan melakukan eksekusi putusan arbitrase, Mauro 

Rubino Sammartano mengatakan bahwa :6 

“The arbitrations rules, as we have seen, tend to keep the courts away from 

arbitral proceedings. In spite of this, Court intervention becomes even more 

important at the end of the proceedings, when the award is rendered, in 

jurisdictions in which the award cannot be enforced, even in the place of 

arbitration, unless it has first been adopted by that legal system through a 

court order, such as in Islamic law countries, or at least through the filing of 

the award” 

Sekalipun pengadilan tidak boleh campur tangan atau intervensi dalam urusan 

arbitrase, namun peran pengadilan dalam hal eksekusi putusan arbitrase, dimana 

pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela, tidak dapat 

                                                             
2Undang – Undang  No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 54 ayat 2 menyatakan 

bahwa “pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh panitera dan juru sita 

dipimpin oleh ketua pengadilan” 
3Sudikno Mertokusumo, 2002, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta, Penerbit Liberty, edisi 

keenam, h. 240 
4Panusunan Harahap, Eksekutabilitas Putusan Arbitrase Oleh Lembaga Peradilan, Jurnal Hukum 

dan Peradilan, Pengadilan Tinggi Pontianak, h. 1  
5Ibid  
6Ibid  
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diabaikan begitu saja. Dalam praktik masih terdapat kendala dalam pelaksanaan 

putusan arbitrase di Indonesia, karena proses pelaksanaan putusan arbitrase masih 

sulit dan memakan waktu relatif lama serta biaya yang tidak sedikit bahkan dapat 

dibatalkan pengadilan. Hakikat efisiensi dan efektivitas proses arbitrase seolah 

menjadi terabaikan dan hal ini dianggap mengabaikan kepastian hukum. Akibat 

selanjutnya, Indonesia dianggap tidak ramah terhadap arbitrase (Indonesia is 

unfriendly to arbitration). 

Penjelasan lebih lanjut mengenai bertentangan dengan kesusilaan dan 

ketertiban umum tersebut tidak terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 30 

Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan terhadap 

tidak dapatnya dilaksanakan putusan BANI tentu akan menimbulkan pertanyaan 

bagaimana akhir penyelesaian terhadap sengketa arbitrase yang tadinya diharapkan 

dapat diselesaikan melalui badan penyelesaian sengketa diluar peradilan umum 

tersebut. 

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase menghasilkan suatu putusan arbitrase 

yang bersifat final and binding, yaitu merupakan suatu putusan akhir dan 

mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Dengan demikian, 

terhadap putusan arbitrase tidak dapat diajukan upaya hukum banding, kasasi 

ataupun peninjauan kembali. Hal ini merupakan salah satu kelebihan arbitrase 

untuk menghindarkan sengketa yang semakin berkepanjangan. Namun, tidak dapat 

dipungkiri bahwa pada kenyataannya tidak semua putusan yang dihasilkan melalui 

arbitrase ini akan memberikan kepuasan kepada para pihak. Ada kalanya putusan 

arbitrase tidak dilaksanakan secara sukarela oleh para pihak. Hal itu bisa 
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disebabkan karena ada hal-hal dalam putusan sengketa diragukan keabsahannya 

atau ada alasan lain.7 Dalam hal ini, pengadilan memiliki peran yang besar dalam 

mengembangkan arbitrase.  

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif 

Penyelesaian Sengketa memperbolehkan campur tangan pengadilan dalam 

penyelesaian sengketa melalui arbitrase jika salah satu pihak merasa tidak puas 

terhadap suatu putusan arbitrase, yaitu dengan cara mengajukan permohonan 

pembatalan putusan arbitrase yang diajukan kepada Pengadilan Negeri. 

Sebagai contoh kasus pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili 

perkara perdata Permohonan Pembatalan Putusan Badan Arbitrase Nasional 

Indonesia (BANI) telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara 

antara: a). PT. Cipta Kridatama, selaku Pemohon; melawan, b). Badan Arbitase 

Nasional Indonesia (BANI), selaku Termohon, c). Bulk Trading, SA, selaku Turut 

Termohon.  

Permasalahan yang terjadi antara PT. Cipta Kridatama dan Bulk Trading, SA, 

majelis arbitrase telah memberikan putusan dalam perkara arbitrase No. 

300/II/ARB-BANI/2009 pada tanggal 22 Oktober 2009 dengan menyatakan 

menolak permohonan arbitrase pemohon (PT. Cipta Kridatama) dalam Konvensi 

dan menerima permohonan Rekonvensi termohon (Bulk Trading, SA) serta 

menyatakan bahwa PT. Cipta Kridatama lah yang telah melakukan wanprestasi. 

Merasa putusan BANI (BANI) jauh dari rasa keadilan, maka PT. Cipta 

Kridatama mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase No. 

                                                             
7 Nazarkhan Yasin, Mengenal Klaim Konstruksi & Penyelesaian Sengketa Konstruksi, h. 213 
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300/II/ARB-BANI/2009 pada tanggal 22 Oktober 2009 melalui Pengadilan Negeri 

Jakarta Selatan. 

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.270/Pdt. 

P/2009/PENGADILAN NEGERI.Jkt.Sel, dapat disimpulkan bahwa Pengadilan 

Negeri Jakarta Selatan telah mengabulkan permohonan pembatalan putusan 

arbitrase yang dilakukan oleh PT. Cipta Kridatama dengan melihat pada pasal 54 

ayat (1) huruf e berkaitan dengan putusan arbitrase yang tidak mencantumkan 

alamat arbiter, dan pasal 57 UndangUndang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang 

Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berkaitan dengan majelis arbitrase 

yang telah menjatuhkan putusan dengan jangka waktu melebihi 30 (tiga puluh) hari 

setelah pemeriksaan ditutup.  

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat bahwa pelanggaran majelis 

arbitrase terhadap ketentuan pasal 54 dan pasal 57 Undang-Undang Nomor 30 

Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, merupakan 

alasan-alasan yang sah untuk membatalkan putusan arbitrase dan tidak 

menggunakan alasan-alasan yang tercantum dalam pasal 70 Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, 

sebagai dasar pembatalan putusan arbitrase. 

Seperti apa yang diketahui bahwa pada prinsipnya Pengadilan Negeri  

putusan arbitrase bersifat final dan mengikat, selain itu tujuan dibentuknya lembaga 

arbitrase yaitu pada prinsipnya Pengadilan Negeri untuk menyudahi sengketa yang 

terjadi antara para pihak sehingga para pihak dapat memperbaiki keadaan dan 

melanjutkan hubungan hukum secara damai. Namun dengan dinyatakan bahwa 
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putusan arbitrase tidak dapat dilaksanakan tentu menjadi suatu persoalan hukum 

mengenai tindak lanjut dari penyelesaian sengketa antara para pihak, sementara di 

dalam undang-undang arbitrase sendiri tidak diatur mengenai akibat dinyatakan 

tidak dapat dilaksanakannya putusan arbitrase.Berdasarkan uraian permasalahan 

diatas penulis tertarik untuk menulis skripsi mengenai “Tinjauan Yuridis 

Kepastian Hukum Pelaksanaan Eksekusi Putusan Arbitrase Dalam 

Penyelesaian Sengketa Perdata Pada Pengadilan Negeri Berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif 

Penyelesaian Sengketa.” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka dapat diketahui 

permasalahan pokok yang akan dibahas dalam penelitian ini, adalah:  

1. Bagaimana kewenangan Pengadilan Negeri dalam memutus permohonan 

pembatalan Putusan Arbitrase? 

2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum pelaksanaan eksekusi Putusan 

Arbitrase oleh Pengadilan Negeri? 

 

C. Ruang Lingkup Penelitian 

1. Kewenangan Pengadilan Negeri Dalam Memutus Permohonan Pembatalan 

Putusan Arbitrase. 

2. Kekuatan Hukum Putusan Arbitrase dalam Lingkup Peradilan dan Hirarki 

Hukum di Indonesia. 
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3. Bentuk Perlindungan  Hukum Pelaksanaan Eksekusi Putusan Arbitrase Oleh 

Pengadilan Negeri. 

4. Dasar Hukum : Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase 

dan Alternatif Penyelesaian Sengketa 

5. Kelebihan dan Kekurangan dari Penyelsaian Sengketa di Pengadilan 

Arbitrase sebagai Alternatif Penyelsaian Sengketa 

6. Landasan Teori yang digunakan adalah Teori Kepastian Hukum 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan dalam penulisan ini, maka 

tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui kewenangan Pengadilan Negeri dalam memutus permohonan 

pembatalan Putusan Arbitrase. 

2. Mengetahui bentuk perlindungan hukum pelaksanaan eksekusi Putusan 

Arbitrase oleh Pengadilan Negeri. 

 

E. Kerangka Teori 

1. Negara Hukum (Rechtstaat) 

Telah banyak sejarah yang berkembang mengenai negara hukum, Plato 

adalah salah satu penggagas teori ini dari kaya tulisnya (Politeia,Politicos dan 

Nomoi) yang pada intinya membahas bagaimana sebuah negara yang ideal, bahwa 

suatu negara yang ideal yang dapat megawasi seluruh masyarakatnya dengan suatu 

peraturan-peraturan hukum yang artinya hukum menjadi sebuah keharusan didalam 
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suatu negara,  ditambah negara hukum yang ideal yakni seluruh penyelenggara 

pemerintahannya diatur berdasarkan hukum.8 

Jhon locke mencoba untuk mengembangkan teori ini secara garis besar 

menurut jhon locke penyelenggara pemerintah harus berdasarkan hukum karena 

posisi hukum adalah posisi yang tertinggi, hukum harus memisahkan badan badan 

pemerintahan sesuai dengan tugas nya dalam arti adanya pemisahan kekuasaan, 

Hukum juga harus melindungi dan menjamin terhadap Hak Asasi Manusia.9 

Aristoteles juga mengatakan bahwa suatu negara yang baik ialah negara 

yang di perintahkan dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum. Ada tiga unsur 

dari pemerintahan yang berkonstitusi yaitu pertama, pemerintahan dilaksanakan 

untuk kepentingan umum; kedua, pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang 

berdasarkan pada ketentuan-ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat secara 

sewenang-wenang yang menyampingkan konvensi dan konstitusi; ketiga, 

pemerintah berkonstitusi berarti pemerintahan yang dilaksanakan atas kehendak 

rakyat, bukan berupa paksaan-tekanan yang dilaksanakan pemerintahan despotik.10 

Dalam kaitannya dengan konstitusi, Aristoteles mengatakan bahwa 

konstitusi merupakan penyusunan jabatan dalam suatu negara dan menentukan apa 

yang dimaksudkan dengan badan pemerintahan dan apa akhir dari setiap 

masyarakat. Selain itu, konstitusi merupakan aturan-aturan dan penguasa harus 

mengatur negara menurut aturan- aturan tersebut.11 

                                                             
8 Dahlan Thaib, Kedaulatan rakyat, Negara Hukum dan Konstitusi, Liberty, Yogyakarta, 2000, 

hlm.21.  
9 Soehini, Ilmu Negara, Liberty, Yogyakarta, 2000, hlm.106. 
10 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara,PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.2 
11 TahirAzhary, Negara Hukum Indonesia (Jakarta : UI-Press, 1995),h. 20-21 
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Menurut Immanuel Kant, unsur-unsur negara hukum (rechtsstaat) adalah : 

a. Perlindungan hak-hak asasi manusia; 

b.  Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu; 

c.  Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan  

d.   Peradilan administrasi dalam perselisihan.12 

2.  Teori Keadilan 

Teori-teori Hukum Alam sejak Socretes hingga Francois Geny, tetap 

mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam 

mengutamakan “the search for justice”.13 Berbagai macam teori mengenai keadilan 

dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang 

kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Diantara teori-teori itu dapat disebut: 

teori keadilan Aristoteles dalam bukunya nicomachean ethics dan teori keadilan 

sosial John Rawl dalam bukunya a theory of justice dan teori hukum dan keadilan 

Hans Kelsen dalam bukunya general theory of law and state.  

a. Teori Keadilan Aritoteles  

Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya 

nichomachean ethics, politics, dan rethoric. Spesifik dilihat dalam buku 

nicomachean ethics, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, 

berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat 

                                                             
12Miriam Budiarjo, Dasar-dasar Ilmu Politik Gramedia, Jakarta, 1982, hlm. 57-58 
13 Carl Joachim Friedrich, 2004. “Filsafat Hukum Perspektif Historis, Nuansa dan Nusamedia. 

Bandung. Hal. 24 

 L. J. Van Apeldoorn, 1996. “Pengantar Ilmu Hukum”, cetakan kedua puluh enam Pradnya Paramita, 

, Jakarta. Hal. 11-12  
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hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan 

keadilan”.14 

Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan 

tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai 

dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit 

atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap 

warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang 

apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah 

dilakukanya.  

 Lebih lanjut, keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi kedalam dua 

macam keadilan, keadilan “distributief” dan keadilan “commutatief”. Keadilan 

distributif ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut 

pretasinya. Keadilan commutatief memberikan sama banyaknya kepada setiap 

orang tanpa membeda-bedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan 

tukar menukar barang dan jasa.15 Dari pembagian macam keadilan ini Aristoteles 

mendapatkan banyak kontroversi dan perdebatan.  

 Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, 

kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam 

masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah bahwa 

apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain 

berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi 

                                                             
14  
15 Carl Joachim Friedrich Op Cit Hal. 25 
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merupakan distribusi yang sesuai degan nilai kebaikannya, yakni nilainya bagi 

masyarakat.16 

b. Teori Keadilan John Rawls  

 Beberapa konsep keadilan yang dikemukakan oleh Filsuf Amerika di akhir 

abad ke-20, John Rawls, seperi A Theory of justice, Politcal Liberalism, dan The 

Law of Peoples, yang memberikan pengaruh pemikiran cukup besar terhadap 

diskursus nilai-nilai keadilan.  

 John Rawls yang dipandang sebagai perspektif “liberal-egalitarian of social 

justice”, berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya 

institusi-institusi sosial (social institutions). Akan tetapi, kebajikan bagi seluruh 

masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap 

orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari 

keadilan.  

 Secara spesifik, John Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-

prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaanya yang dikenal 

dengan “posisi asali” (original position) dan “selubung ketidaktahuan” (veil of 

ignorance).  

 Pandangan Rawls memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat 

antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada pembedaan status, 

kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, 

sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang, 

                                                             
16  Pan Mohamad Faiz, 2009. “Teori Keadilan John Rawls”, dalam Jurnal Konstitusi, Volume 6 

Nomor 1 , Hal. 135 
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itulah pandangan Rawls sebagai suatu “posisi asasli” yang bertumpu pada 

pengertian ekulibrium reflektif dengan didasari oleh ciri rasionalitas (rationality), 

kebebasan (freedom), dan persamaan (equality) guna mengatur struktur dasar 

masyarakat (basic structure of society).  

 Sementara konsep “selubung ketidaktahuan” diterjemahkan oleh John 

Rawls bahwa setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan keadaan 

tentang dirinya sendiri, termasuk terhadap posisi sosial dan doktrin tertentu, 

sehingga membutakan adanya konsep atau pengetahuan tentang keadilan yang 

tengah berkembang. Dengan konsep itu Rawls menggiring masyarakat untuk 

memperoleh prinsip persamaan yang adil dengan teorinya disebut sebagai “Justice 

as fairness”.17  

 Dalam pandangan John Rawls terhadap konsep “posisi asasli” terdapat 

prinsip-prinsip keadilan yang utama, diantaranya prinsip persamaan, yakni setiap 

orang sama atas kebebasan yang bersifat universal, hakiki dan kompitabel dan 

ketidaksamaan atas kebutuhan sosial, ekonomi pada diri masing-masing individu.  

 Prinsip pertama yang dinyatakan sebagai prinsip kebebasan yang sama 

(equal liberty principle), seperti kebebasan beragama (freedom of religion), 

kemerdekaan berpolitik (political of liberty), kebebasan berpendapat dan 

mengemukakan ekpresi (freedom of speech and expression), sedangkan prinsip 

kedua dinyatakan sebagai prinsip perbedaan (difference principle), yang 

menghipotesakan pada prinsip persamaan kesempatan (equal oppotunity principle).  

                                                             
17 John Rawls, 2006. “A Theory of Justice, London: Oxford University press”, yang sudah 

diterjemahkan dalam bahasa indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Teori Keadilan, , 

Pustaka Pelajar. Yogyakarta. Hal. 90 
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 Lebih lanjut John Rawls menegaskan pandangannya terhadap keadilan 

bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah 

memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan 

yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi 

setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang 

terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik.18  

 Dengan demikian, prinsip perbedaan menuntut diaturnya struktur dasar 

masyarakat sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal 

utama kesejahteraan, pendapatan, otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-

orang yang paling kurang beruntung. Ini berarti keadilan sosial harus diperjuangkan 

untuk dua hal: Pertama, melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi 

ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan institusi-institusi 

sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan. Kedua, setiap aturan harus 

meposisikan diri sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan 

untuk mengoreksi ketidak-adilan yang dialami kaum lemah.  

c. Teori Keadilan Hans Kelsen  

 Hans Kelsen dalam bukunya general theory of law and state, berpandangan 

bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat 

mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat 

menemukan kebahagian didalamnya.  

                                                             
18 Hans Kelsen, 2011. “General Theory of Law and State”, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, 

Bandung, Nusa Media. Hal. 7 
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 Pandangan Hans Kelsen ini pandangan yang bersifat positifisme, nilai-nilai 

keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang 

mengakomodir nilai-nialai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan 

kebahagian diperuntukan tiap individu. 

 Lebih lanjut Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan 

nilai yang bersifat subjektif. Walaupun suatu tatanan yang adil yang beranggapan 

bahwa suatu tatanan bukan kebahagian setiap perorangan, melainkan kebahagian 

sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok, yakni 

terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat 

hukum, dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut dipenuhi, seperti 

kebutuhan sandang, pangan dan papan.  

 Tetapi kebutuhan-kebutuhan manusia yang manakah yang patut 

diutamakan. Hal ini dapat dijawab dengan menggunakan pengetahuan rasional, 

yang merupakan sebuah pertimbangan nilai, ditentukan oleh faktorfaktor emosional 

dan oleh sebab itu bersifat subjektif. Sebagai aliran posiitivisme Hans Kelsen 

mengakui juga bahwa keadilan mutlak berasal dari alam, yakni lahir dari hakikat 

suatu benda atau hakikat manusia, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan.  

 Pemikiran tersebut diesensikan sebagai doktrin yang disebut hukum alam. 

Doktrin hukum alam beranggapan bahwa ada suatu keteraturan hubungan-

hubungan manusia yang berbeda dari hukum positif, yang lebih tinggi dan 

sepenuhnya sahih dan adil, karena berasal dari alam, dari penalaran manusia atau 

kehendak Tuhan. 
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 Pemikiran tentang konsep keadilan, Hans Kelsen yang menganut aliran 

positifisme, mengakui juga kebenaran dari hukum alam. Sehingga pemikirannya 

terhadap konsep keadilan menimbulkan dualisme antara hukum positif dan hukum 

alam. Menurut Hans Kelsen: “Dualisme antara hukum positif dan hukum alam 

menjadikan karakteristik dari hukum alam mirip dengan dualisme metafisika 

tentang dunia realitas dan dunia ide model Plato.  

 Inti dari fislafat Plato ini adalah doktrinnya tentang dunia ide. Yang 

mengandung karakteristik mendalam. Dunia dibagi menjadi dua bidang yang 

berbeda : yang pertama adalah dunia kasat mata yang dapa itangkap melalui indera 

yang disebut realitas; yang kedua dunia ide yang tidak tampak.” 

 Dua hal lagi konsep keadilan yang dikemukakan oleh Hans Kelsen: pertama 

tentang keadilan dan perdamaian. Keadilan yang bersumber dari cita-cita irasional. 

Keadilan dirasionalkan melalui pengetahuan yang dapat berwujud suatu 

kepentingan-kepentingan yang pada akhirnya menimbulkan suatu konflik 

kepentingan.  

 Penyelesaian atas konflik kepentingan tersebut dapat dicapai melalui suatu 

tatatanan yang memuaskan salah satu kepentingan dengan mengorbankan 

kepentingan yang lain atau dengan berusaha mencapai suatu kompromi menuju 

suatu perdamaian bagi semua kepentingan.19 

 Kedua, konsep keadilan dan legalitas. Untuk menegakkan diatas dasar suatu 

yang kokoh dari suatu tananan sosial tertentu, menurut Hans Kelsen pengertian 

                                                             
19 Kahar Masyhur, 1985. “Membina Moral dan Akhlak”, Kalam Mulia, Jakarta. Hal. 68 
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“Keadilan” bermaknakan legalitas. Suatu peraturan umum adalah “adil” jika ia 

bena-benar diterapkan, sementara itu suatu peraturan umum adalah “tidak adil” jika 

diterapkan pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa. 

 Konsep keadilan dan legalitas inilah yang diterapkan dalam hukum nasional 

bangsa Indonesia, yang memaknai bahwa peraturan hukum nasional dapat 

dijadikan sebagai payung hukum (law unbrella) bagi peraturan peraturan hukum 

nasional lainnya sesuai tingkat dan derajatnya dan peraturan hukum itu memiliki 

daya ikat terhadap materi-materi yang dimuat (materi muatan) dalam peraturan 

hukum tersebut.20 

3. Teori Kepastian Hukum 

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama 

untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan 

makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap 

orang.  

Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Keteraturan 

masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan 

merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Keteraturan menyebabkan orang dapat 

hidup secara berkepastian, sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang 

diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat.  

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa 

hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh 

                                                             
20 Suhrawardi K. Lunis, 2000. “Etika Profesi Hukum”, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta. Hal. 

50.  
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haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.21Kepastian hukum erat 

kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. 

Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. 

Keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan. 

Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya, 

sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Penciptaan 

kepastian hukum dalam peraturan perundang undangan, memerlukan 

persyaratan yang berkenaan dengan struktur internal dari norma hukum itu 

sendiri.22 Persyaratan internal tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Kejelasan konsep yang digunakan. 

Norma hukum berisi deskripsi mengenai perilaku tertentu yang kemudian 

disatukan kedalam konsep tertentu pula. 

2. Kejelasan hirarki kewenangan dari lembaga pembentuk peraturan 

perundang-undangan.  

Kejelasan hirarki ini penting karena menyangkut sah atau tidak dan 

mengikat atau tidaknya peraturan perundang-undangan yang dibuatnya. 

Kejelasan hirarki akan memberikan arahan kepada pembentuk hukum yang 

mempunyai kewenangan untuk membentuk suatu peraturan perundang-

undangan tertentu. 

3. Konsistensi norma hukum perundang-undangan. 

                                                             
21Sudikno Mertokusumo, 2007, Mengenal Hukum Suatu Pengntar, Liberty, Yogyakarta, h. 160 
22Fernando M Manulang, 2007, Hukum Dalam Kepastian, Prakarsa, Bandung, h. 95 
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Ketentuan-ketentuan dari sejumlah peraturan perundang-undangan yang 

terkait dengan satu subjek tertentu, tidak saling bertentangan antara satu 

dengan yang lain. 

Kepastian hukum mengehendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam 

perundang-undangan, dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, 

sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis. Aspek ini nantinya dapat 

menjamin adanya kepastian, bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan 

yang harus ditaati. Berdasarkan uraian-uraian mengenai kepastian hukum diatas, 

maka kepastian dapat mengandung beberapa arti yakni, adanya kejelasan, tidak 

menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat 

dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung 

keterbukaan, sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan 

hukum. 

 

F. Kerangka Konseptual 

1. Klausul Arbitrase sebagai Dasar Penyelesaian Sengketa 

Di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan 

Alternatif Penyelesaian Sengketa telah ditentukan bahwa untuk dapat 

menyelesaikan sengketa melalui jalur arbitrase maka para pihak terlebih dahulu 

harus menyepakati perjanjian penyelesaian sengketa melalui jalur arbitrase 

tersebut. 

Dalam landasan teori sebagaimana telah Penulis jelaskan sebelumnya 

dalam penelitian ini digunakan teori kepastian hukum yang pada prinsip 
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Pengadilan Negeriya menjelaskan bahwa pada dasarnya aturan tersebut 

memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap perbuatan yang boleh 

dilakukan dan tidak boleh dilakukan dan bersifat melindungi masyarakat dari 

kekuasaan semata tanpa melindungi hak dari masyarakat, kepastian hukum 

tersebut juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang 

Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang memuat larangan serta 

kewenangan terhadap perjanjian arbitrase.  

Kesepakatan dalam menyelesaikan perkara melalui jalur arbitrase dimuat 

di dalam klausul perjanjian antara para pihak yang melakukan perjanjian. 

Dengan dimuatnya klausul penyelesaian perkara melalui jalur arbitrase dalam 

suatu perjanjian maka dengan demikian upaya hukum melalui lembaga peradilan 

terhadap sengketa para pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut tidaklah 

dibenarkan. 

Bahkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan 

Alternatif Penyelesaian Sengketa dengan tegas mengatur bahwa dengan 

disepakatinya penyelesaian perkara melalui jalur arbitrase maka kesepakatan 

tersebut meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa 

atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri 

sebagaimana diatur di dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 

1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. 

Bahkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan 

Alternatif Penyelesaian Sengketa juga dengan tegas mengatur bahwa Pengadilan 

Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu 
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penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase sebagai mana 

diatur dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang 

Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. 

Teori penyelesaian sengketa yang menjelaskan bahwa penyelesaian 

sengketa merupakan upaya untuk mengembalikan hubungan para pihak yang 

bersengketa dalam keadaan seperti semula sehingga dengan menyelesaikan 

sengketa tersebut diharapkan para pihak dapat menjalin kembali hubungan sosial 

maupun hubungan hukum.23 

Selain itu dalam pembuatan suatu perjanjian dikenal suatu asas yang 

mendasari lahirnya perjanjian tersebut yaitu asas kebebasan berkontrak, 

sehingga segala macam bentuk perjanjian yang dibuat oleh para pihak mengikat 

kedua belah pihak dalam kesepakatan tersebut. Menurut ketentuan pasal 1338 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa perjanjian yang dibuat secara sah, 

yaitu memenuhi syarat-syarat pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

berlaku sebagai undang-undang bagi yang mebuatnya, tidak dapat ditarik 

kembali tanpa persetujuan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang 

cukup menurut undang-undang, dan harus dilaksanakan dengan itikad baik.24 

Sebagai konsekuensi logis dari diberlakukannya prinsip kebeasan 

berkontrak, maka para pihak dalam suatu perjanjian dapat juga menentukan 

sendiri hal-hal apa saja yang akan dimuat dalam perjanjian berdasarkan 

kesepakatan bersama diantaranya:25 

                                                             
23 Muhammad Andriansyah, Pembatalan Putusan Arbitrase Nasional Oleh Pengadilan Negeri, Jurnal 

Cita Hukum, Vol. II No. 2 Desember 2014, h. 331 
24Ibid  
25Ibid  
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a. Pilihan forum (choice of jurisdiction ), para pihak menentukan sendiri 

pengadilan atau forum mana yang berwenang memeriksa sengketa 

diantara para paihak dalam kontrak;  

b. Pilihan hukum (choice of law), para pihak menentukan sendiri hukum 

mana yang berlaku dalam interpretasi kontrak tersebut;  

c. Pilihan domisili (choice of domicile), para pihak menunujuk sendiri 

domisili hukum dari para pihak tersebut.26 

2. Pembatalan Putusan Arbitrase 

Pembatalan putusan arbitrase dapat diartikan sebagai upaya hukum 

yangdapat dilakukan oleh para pihak yang bersangkutan untuk meminta 

PengadilanNegeri agar suatu putusan arbitrase dibatalkan, baik terhadap 

sebagian atau seluruhisi putusan.27 Putusan arbitrase umumnya disepakati 

sebagai putusan yang bersifat final dan binding (mengikat). Oleh karena itu, 

dalam proses pembatalan putusan arbitrase, pengadilan tidak berwenang untuk 

memeriksa pokok perkara. Kewenanganpengadilan terbatas hanya pada 

kewenangan memeriksa keabsahan prosedurpengambilan putusan arbitrase, 

antara lain proses pemilihan arbiter hinggapemberlakuan hukum yang dipilih 

oleh para pihak dalam penyelesaian sengketa.28 

3. Mekanisme Pembatalan Putusan Arbitrase 

                                                             
26Munir Fuady, 2007, Hukum Kontrak dari Sudut Pandang Hukum Bisnis, Citra Aditya Bakti, 

Bandung, h. 137 
27Munir Fuady, 2006, Arbitrase Nasional: Alternatif Penyelesaian sengketa Bisnis, Bandung: Citra 

Aditya, h. 10 
28Frans Hendra Winarta, 2013, Hukum Penyelesaian Sengketa, Jakarta: Sinar Grafika, h. 85 
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Berdasarkan pasal 70 sampai dengan pasal 72 Undang-Undang Nomor 30 

Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa, 

mekanisme pembatalan putusan arbitrase adalah sebagai berikut:29 

a) Pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan negeri. 

Pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri tujuannya 

adalah agar terhadap putusan dapat dimintakan eksekusi apabila para pihak 

tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela. Selama belum dilakukan 

pendaftaran putusan arbitrase, maka eksekusi tidak dapat diminta oleh pihak 

yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Arbiter atau 

kuasanya memiliki kewajiban untuk mendaftarkan putusan arbitrase di 

Kepaniteraan Pengadilan Negeri dalam waktu 30 hari terhitung sejak 

tanggal putusan diucapkan. Jadi dapat disimpulkan bahwa kewajiban dan 

tanggung jawab terhadap pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera 

Pengadilan negeri, bukan dibebankan kepada para pihak.  

b) Permohonan pembatalan putusan arbitrase diajukan secara tertulis kepada 

ketua pengadilan negeri. Apabila putusan arbitrase telah didaftarkan di 

Kepaniteraan Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam pasal 59 ayat (1) 

UndangUndang Nomor 30 Tahun 1999, maka pihak yang keberatan dapat 

mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase secara tertulis dalam 

waktu 30 hari terhitung sejak pendaftaran putusan arbitrase di Kepaniteraan 

Pengadilan Negeri. Hal penting yang harus diketahui disini adalah 

Pengadilan Negeri mana yang berwenang memeriksa pembatalan putusan 

                                                             
29M. Yahya Harahap, 2006, Arbitrase, Jakarta: Sinar Grafika, h. 300 
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arbitrase. Dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 

Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa memberikan 

definisi Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri yang daerah 

hukumnya meliputi tempat tinggal termohon dan dalam pasal 1 angka 6 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif 

Penyelesaian Sengketa mengartikan termohon adalah pihak lawan dari 

pemohon dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Berdasarkan pasal 

1 angka 4 dan pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 

Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dapat ditarik 

kesimpulan bahwa permohonan pembatalan putusan arbitrase diajukan 

kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat 

tinggal termohon. Oleh karena itu, apabila termohon arbitrase sebagai pihak 

yang kalah merasa keberatan dengan putusan arbitrase, maka pihaknya 

dapat mengajukan permohonan pembatalan kepada pengadilan Negeri 

dengan wilayah hukum atau yurisdiksi yang meliputi tempat tinggalnya 

sendiri.  

c) Apabila permohonan pembatalan dikabulkan, Ketua Pengadilan Negeri 

menentukan lebih lanjut akibat pembatalan seluruhnya atau sebagian 

putusan arbitrase. Ketua pengadilan Negeri diberi wewenang untuk 

memeriksa tuntutan pembatalan putusan arbitrase jika diminta oleh para 

pihak, dan mengatur akibat dari pembatalan seluruhnya atau sebagian dari 

putusan arbitrase tersebut. Dan ketua Pengadilan Negeri dapat memutuskan 

bahwa setelah diucapkannya kata pembatalan, maka arbiter yang sama atau 
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arbiter lain akan memeriksa kembali sengketa bersangkutan atau 

menentukan bahwa suatu sengketa tidak mungkin diselesaikan lagi melalui 

arbitrase. 

4. Kewenangan Pengadilan Negeri terhadap Sengketa Arbitrase 

Adanya suatu kepentingan yang dapat menyebabkan timbulnya suatu 

sengketa akan menimbulkan permasalahan mengenai kompetensi. Kompetensi 

juga dapat disebut yurisdiksi, yang di dalam lingkungan kekuasaan kehakiman 

berarti kewenangan pengadilan untuk mengadili atau pengadilan yang 

berwenang mengadili sengketa tertentu sesuai dengan ketentuan yang digariskan 

peraturan perundang-undangan.30 Penjelasan tersebut dipertegas dengan 

pemberian batasan kepada peradilan umum untuk menyelesaikan perkara yang 

telah ditunjuk lembaga lain untuk menyelesaikannya. Salah satunya yaitu 

sengketa dalam hal perdagangan, dalam sengketa ini telah ditentukan secara 

khusus lembaga yang dapat ditunjuk untuk menyelesaikan perkara dalam 

perdagangan tersebut yaitu lembaga arbitrase, sehingga dengan demikian tugas 

dari lembaga peradilan umum seharusnya menjadi sedikit berkurang. 

Lembaga arbitrase pada prinsipnya Pengadilan Negeri dibentuk agar dapat 

menyelesaikan sengketa yang diberikan kepadanya secara mandiri dan 

penyelesaian perkara melalui jalur arbitrase ini lebih diutamakan untuk dapat 

diselesaikan secara musyawarah dan damai sehingga hasil putusan yang 

diberikan dapat diterima para pihak yang bersengketa. 

                                                             
30Yahya Harahap, 2005, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, penyitaan, 

Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, h. 179 
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Akan tetapi sifat mandiri lembaga arbitrase dalam menyelesaikan sengketa 

yang telah secara khusus diberikan kewenangannya tidak terlepas dari campur 

tangan lembaga peradilan umum. Walaupun secara tegas dalam Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa 

diatur bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili sengketa yang 

diatur dalam perjanjian arbitrase akan tetapi Pengadilan Negeri tidak dapat 

secara langsung menolak suatu perkara yang diajukan kepadanya. 

Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa seharusnya norma hukum yang 

hendak dituangkan dalam rancangan Peraturan Perundang-undangan, benar-

benar telah disusun berdasarkan pemikiran yang matang dan perenungan yang 

memang mendalam, semata-mata untuk kepentingan umum (public interest), 

bukan kepentingan pribadi atau golongan.31 

Selain itu ketidakjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang 

Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dapat juga dilihat dari 

pertentangan antar pasal di dalam undang-undang tersebut. Dimana dalam Pasal 

60 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif 

Penyelesaian Sengketa mengatur bahwa putusan arbitrase bersifat final dan 

mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak dan isi pasal tersebut 

di dalam penjelasannya juga mengatur bahwaputusan arbitrase merupakan 

putusan yang mandiri, final dan dengan demikian tidak dapat diajukan banding, 

kasasi atau peninjauan kembali.  

                                                             
31Jimly Asshiddiqie, 2006, Perihal Undang-Undang di Indonesia, Sekretariat Jenderal Mahkamah 

Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, h. 320 



 
 

28 
Universitas Kristen Indonesia 

Pada dasarnya apabila suatu putusan sudah dianggap final dan mengikat 

maka terhadap putusan tersebut haruslah diyakini bahwa apa yang telah 

dinyatakan telah diputuskan sebenar-benarnya sehingga apabila terhadap 

putusan tersebut terdapat suatu kekeliruan maka tuntutan hanya dapat dilakukan 

terhadap kekeliruan tersebut dan bukan terhadap hasil putusannya. Selain itu ada 

prinsip hukum yang berlaku universal, suatu putusan harus dianggap benar (res 

judicata pro veritate habetur) dalam hal ini dapat dikatakan pula bahwa apabila 

telah terdapat suatu aturan yang mengatur bahwa putusan yang dihasilkan 

merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat maka kalaupun ada indikasi 

judicial corruption maka daya berlaku sifat final dan mengikat tersebut tidak 

terkurangi.32 

5. Pengertian Perlingungan Hukum 

Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI 

adalah “peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang 

dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan 

sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah 

tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan 

oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis.33 

Menurut Satjito Rahardjo bahwa “perlindungan hukum adalah adanya 

upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu 

                                                             
32Arief Hidayat, 2013, Menguji Sifat Final dan Mengikat dengan Hukum Progresif, Seminar 

Konsorsium Hukum Progresif Universitas Diponegoro, Semarang 
33Anon, perlindungan hukum, http://repository.uin-suska.ac.id., diakses pada tanggal 30 Oktober 

2020 
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Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka 

kepentingannya tersebut”.34 

Menurut CST Kansil, “perlindungan hukum adalah segala upaya hukum 

harus diberikan oleh aparat penegak hukum demi memberikan rasa aman, baik 

secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak 

manapun”.35 

G. Metode Penelitian 

1. Tipe Penelitian 

Tipe penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian 

hukum normatif, Menurut Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad penelitian 

hukum normatif adalah: “penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai 

sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, 

norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, 

perjanjian serta doktrin (ajaran)”.36 

Sedangkan penelitian ilmu hukum normatif menurut Bahder Johan 

Nasution meliputi pengkajian mengenai: 

a) Asas-asas hukum; 

b) Sistematika hukum; 

c) Taraf sinkronisasi hukum; 

d) Perbandingan hukum; 

                                                             
34Anon, perlindungan hukum menurut para ahli, http://tesishukum.com/pengertian 

perlindunganhukum-menurut-para-ahli/, diakses pada tanggal 30 Oktober 2020 
35C.S.T Kansil, 1989, pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia, pustaka Jakarta, h. 40 
36Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum 

Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, h. 34 



 
 

30 
Universitas Kristen Indonesia 

e) Sejarah hukum.37 

Adapun karakteristik utama dalam penelitian ilmu hukum normatif yaitu 

sumber utamanya adalah bahan hukum bukan data atau fakta sosial.38 Adapun 

bahan hukum tersebut terdiri dari: 

a) Bahan Hukum Primer 

1) Peraturan Perundang-undangan, adapun peraturan perundang-

undangan yang Penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu: Kitab 

Undang-Undang  Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek),  Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif 

Penyelesaian Sengketa.Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 

tentang kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

2004 tentang Peradilan Umum, serta pertauran terkait lainnya. 

2) Yurisprudensi  

3) Perjanjian-perjanjian keperdataan para pihak. 

b) Bahan Hukum Sekunder 

1) Buku-buku ilmu hukum; 

2) Jurnal ilmu hukum; 

3) Laporan penelitian ilmu hukum. 

c) Bahan Hukum Tersier, bahan hukum tersier yang Penulis gunakan dalam 

hal ini adalah Kamus Hukum, Kamus Besar Indonesia, Kamus Bahasa 

Inggris dan Akses Internet. 

                                                             
37Bahder Johan Nasution, 2008, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung, h. 86 
38Ibid 
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2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yuridis pada hakekatnya menunjuk pada suatu ketentuan, 

yaitu harus terpenuhi tuntutan secara keilmuan hukum yang khusus yaitu 

ilmu hukum dogmatik.39 

Menurut Bahder Johan Nasution dalam penelitian ilmu hukum 

normatif banyak pendekatan yang dapat digunakan baik secara terpisah-

pisah berdiri sendiri maupun secara kolektif sesuai dengan isu atau 

permasalahan yang dibahas. Pendekatan tersebut antara lain: 

a. Pendekatan perundang-undangan (Statuta Approach), yaitu penelitian 

terhadap produk-produk hukum. 

b. Pendekatan historis, yaitu penelitian atau pengkajian terhadap 

perkembangan produk-produk hukum berdasarkan urutan-urutan 

periodesasi atau kenyataan sejarah yang melatarbelakanginya. 

c. Pendekatan konseptual, yaitu penelitian terhadap konsep-konsep 

hukum seperti; sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum, dan 

sebagainya.  

d. Pendekatan komparatif, yaitu penelitian tentang perbandingan hukum 

baik mengenai perbandingan sistem hukum antarnegara, maupun 

perbandingan produk hukum dan karakter hukum antarwaktu dalam 

suatu negara. 

                                                             
39Ibid 
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e. Pendekatan politis, yaitu penelitian terhadap pertimbangan-

pertimbangan atau kebijakan elite politik dan partisipasi masyarakat 

dalam pembentukan dan penegakan berbagai produk hukum. 

f. Pendekatan kefilsafatan, yaitu pendekatan mengenai bidang-bidang 

yang  menyangkut dengan objek kajian filsafat hukum yang meliputi: 

1) Ontologi hukum, yaitu mengkaji hakekat hukum seperti hakekat 

demokrasi, hubungan hukum dengan moral, dan sebagainya. 

2) Aksiologi hukum, yaitu mempelajari isi dari nilai seperti nilai 

kebenaran, nilai keadilan, nilai kebebasan, dan sebagainya. 

3) Epistemologi hukum, yaitu cara mendapatkan pengetahuan yang 

benar tentang ilmu hukum. 

4) Teleologi hukum, yaitu menentukan isi dan tujuan hukum. 

5) Ideologi hukum, yaitu pemahaman secara menyeluruh tentang 

manusia dan masyarakat. 

6) Logika hukum, yaitu mempelajari kaidah-kaidah berfikir secara 

hukum dan argumentasi hukum. 

7) Keilmuan hukum, yaitu merupakan meta teori dari bagian 

hukum.40 

Peter Mahmud Marzuki juga menjabarkan mengenai pendekatan dalam 

penelitian hukum normatif yaitu: 

1) Pendekatan perundang-undangan (statute approach); 

2) Pendekatan kasus (case approach); 

                                                             
40Ibid, h. 92-93 
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3) Pendekatan historis (historical approach); 

4) Pendekatan perbandingan (comparative approach); dan 

5) Pendekatan konseptual (conceptual approach).41 

Dari beberapa pendekatan yang dijelaskan di atas maka dalam hal ini 

Penulis menggunakan pendekatan:  

1) Pendekatan perundang-undangan. 

2) Pendekatan konseptual. 

3) Pendekatan politis. 

4) Pendekatan kasus. 

3. Pengkajian Bahan Hukum 

Penelitian hukum normatif adalah pengkajian terhadap bahan-bahan 

hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.42 

Bahan-bahan hukum sebagai kajian normatif sebagian besar dapat 

diperoleh melalui penelusuran terhadap berbagai dokumen hukum, antara 

lain: 

a) Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang diterbitkan oleh 

Departemen/Lembaga Pemerintahan Non Departemen yang 

umumnya berisi peraturan di bidang tugasnya masing-masing. 

b) Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang khusus mengatur 

bidang pokok tertentu yang banyak diterbitkan oleh lembaga-lembaga 

penerbitan. Misalnya: himpunan peraturan kepegawaian, himpunan 

                                                             
41Peter Mahmud Marzuki, 2009, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, h. 93 
42Bahder Johan Nasution, Op.Cit., h. 97 
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peraturan di bidang ketenagakerjaan, himpunan peraturan di bidang 

kesehatan, dan sebagainya. 

c) Himpunan putusan Mahkamah Agung. 

d) Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara. 

e) Berita Negara. 

f) Lembaran daerah.  

g) Berbagai dokumen yang memuat perjanjian-perjanjian internasional 

yang banyak diterbitkan oleh lembaga-lembaga internasional.43 

Adapun bahan hukum yang Penulis gunakan dari berbagai dokumen 

hukum sebagaimana telah dijelaskan di atas yaitu:. 

1. Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 270/Pdt.P/2009/PENGADILAN 

NEGERI.Jkt.Sel 

2. Putusan BANI Nomor: No. 300/II/ARB-BANI/2009 

4. Penalaran Hukum 

Mengenai kualitas logika penalaran hukum, Bermann menunjuk pada 

ciri-ciri khas penalaran hukum sebagai berikut: 

a) Penalaran hukum berusaha mewujudkan konsistensi dalam aturan-

aturan hukum dan putusan hukum. Dasar berpikirnya adalah 

keyakinan bahwa hukum harus berlaku sama bagi semua orang yang 

masuk ke dalam yuridiksinya. Jadi terhadap kasus yang sama harus 

diberi putusan yang sama berdasarkan asas similia simlibus atau asas 

persamaan. 

                                                             
43Ibid, h. 98 
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b) Penalaran hukum berusaha memelihara kontinuitas dalam waktu. 

Penalaran hukum akan mengacu pada aturan-aturan hukum yang 

sudah terbentuk sebelumnya dan putusan-putusan hukum terdahulu, 

sehingga dapat menjamin stabilitas dan prediktabilitas. 

c) Dalam penalaran hukum terjadi penalaran dialektikal yakni 

menimbang-nimbang klaim yang berlawanan, baik dalam perdebatan 

pada pembentukan undang-undang maupun dalam proses 

mempertimbangkan pandangan dan fakta yang diajukan para pihak 

dalam proses peradilan atau dalam proses negosiasi.44 

Dari penjelasan tersebut di atas, Penulis mencoba menarik suatu 

kesimpulan untuk digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara 

melakukan penalaran analogikal yang terdiri dari analogi doktrin hukum dan 

analogi preseden. Dalam analogi doktrin hukum, Penulis mencoba 

membandingkan kasus yang dihadapi dengan kasus yang secara eksplisit 

diatur dalam suatu aturan hukum, yang berdasarkan kesamaan dan perbedaan 

antara kasus tersebut akan dilihat apakah kasus yang sedang diteliti termasuk 

ke dalam jangkauan keberlakuan atau wilayah penerapan aturan hukum 

tersebut atau tidak. Dan dalam analogi preseden Penulis akan mencoba 

membandingkan fakta-fakta dari kasus yang dihadapi dengan fakta-fakta dari 

kasus-kasus yang sudah diputus di masa lalu.  

 

H. Sistematika Penulisan 

                                                             
44Ibid, h. 119. 
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Didalam hal ini Penulis ingin memaparkan mengenai hal-hal yang ingin 

dituangkan di dalam penulisan skripsi ini secara keseluruhan, maka dari itu 

penulis memaparkan sebagai berikut : 

BAB I     PENDAHULUAN 

Pada bagian bab ini penulis akan menyajikan mengenai 

latar belakang, pokok permasalahan atau perumusan 

masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan dan manfaat 

penelitian, metodologi penelitian, kerangka teoritis dan 

kerangka konseptual, dan sistematika penulisan. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bagian bab ini penulis menyajikan mengenai teori-

teori yang berhubungan dengan fakta-fakta atau kasus yang 

sedang dibahas di dalam penulisan skripsi ini. Disamping 

itu juga penulis menyajikan mengenai berbagai asas-asas 

atau pendapat (doktrin) yang berhubungan dan benar-benar 

bermanfaat sebagai bahan untuk menghubungkan terhadap 

fakta atau kasus yang sedang di teliti di dalam pembahasan 

penulisan skripsi ini. 

BAB III KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI DALAM 

MEMUTUS PERMOHONAN PEMBATALAN 

PUTUSAN ARBITRASE. 

Pada bagian bab ini penulis menyajikan mengenai data atau 

informasi hasil penelitian diolah, dianalisis, ditafsirkan 
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sehingga jelas sebagaimana data hasil penelitian dapat 

menjawab mengenaikewenangan pengadilan negeri dalam 

memutus permohonan pembatalan putusan arbitrase.  

BAB IV    BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP 

PELAKSANAAN EKSEKUSI PUTUSAN 

ARBITRASE OLEH PENGADILAN NEGERI. 

Pada bagian bab ini penulis menyajikan mengenai data atau 

informasi hasil penelitian diolah, dianalisis, ditafsirkan 

sehingga jelas sebagaimana data hasil penelitian dapat 

menjawab mengenaikekuatan serta bentuk perlindungan  

hukum pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase oleh 

pengadilan negeri. 

BAB V  PENUTUP 

Pada bagian bab ini penulis menyajikan bahwa bab ini 

merupakan kristalisasi dari semua hal-hal yang telah 

dirangkum di bagian masing-masing bab sebelumnya. 

Artinya di bagian ini penulis akan membuat kesimpulan dan 

saran atas bab-bab yang sebelumnya termuat didalam 

penulisan skripsi ini. 

 

 

  


